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2,

Undang-Undang NomoI' 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinai Nuaa Tenggara Barat
[Lernbaran Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26. Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia
NomoI' 41881;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tabun
2009 NomoI' 144. Tambahan lembaran Ncgara Republik
Indonesia NomoI' 50631 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Ncgam Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65731:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerimahan Daerah [Lernbaran N.gam Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambaban Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kalt terakhir dengan Undang
Undang Nomor 0 I Tahun 2022 len tang Hubungan
Keuangan antara Perncrintah PUSALdan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 67571;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (l.,embamn Negam Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298. Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

I.

b.

bahwa dalam rangka meeyukseskan revitalisasi Po$
Pelayanan Terpadu dl Kotll Bima melalui pengembangan
Pos Pelayanan Terpadu Keluarga sesuai dengan Peraruran
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2021
tentang Revitalisasi Po$ Pelayannn Terpadu. dipandang
perlu diatur mengenai Pos Pel",vanan Terpadu Keluarga:
bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf B. perlu menctapkan Peraturan Walikola
tentang Pedoman Pelaksanaan Pas Pelayanan Terpadu
Keluarga;

a,

WAlIKOTA BIMA,

Mengingat

Menimbang

PI!:OOMAN PEI.,AKSANAAN PaS P[J;I.,AYANANTERPADU KEI.,UAROA

DE:NOANRAHMAT TUHAN VANO MAHA ESA

TI!;NTANG

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2022

WAUKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGOARA BARAT

""- .'



DaJam Peratnran Walikota inl, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Dacrah adalah WalikotB scbagai uneur penyelcnggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dina. Kesehatan adalah Dina. Kesehatan KOlaBima.
S. Kecamatan adalah wiJayah kcrja Carnat scbag"; Pel'1lJ1gka. Daernh KOla

Bima dalam wilayah keJja Pemerintahan KOlaBima.
6. Kelurahan adalab wilayah kcrja Lurab sebagai Perongkat Daerah KOla Sima

dalam wilayah kc.rja kecamatan.
7. Pusal Kesehatan Masyo.rako.t yang selanjutnya discbut Puskesmas adalah

Unit Pclaksana Teknis Dinas Kesebeten yang melaksanakan upaya
peJayanan kesehatan dasar secara paripurna kcpada masyerakat di wilayab
kerja tertentu,

Pasal I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALJKOTA TENTANO PEDOMAN PELAKSANAAN
POS PELAYANANTERPADU KEl.UAROA.

BAB I
KETENnJAN UMUM

5. Peraruran Menteri DaJam Negari Nomor 54 Tabun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja
Ope.....ionaJ Pembinaan Poe PelAlytuUlnTcrpadu;

(). Peraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar
di Poll Pel..yanan Terpadu (lknta Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 20 II Nornor 288);

7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 18 Tabun 2018
tentang Lernbaga Kemasyarakatan Desa dan tcmbaga
Adal Oesa [Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018
Nomor 5(9);

8. Peraturan Oubemur NUM Tcnggara Barat Nomor 30
Tabun 2021 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Tcrpadu
(Benta Daernh ~"insi NUM Tenggara Sarat Tabun
2021 Nomor 30);

9. Peraturen Daerah Kota Bima Nornor 5 Tabuo 20 J()
ten tang Pembentukan dan Su"uoan Perangkat DEleTab
KOla Bima [Lembaran Daerah KotB Bima Tahun 201()
Nomor 183. Tambahan Lembaran Daerah KOla Bima
Nomor 88) sebagaimana Lelah dlubah dengan Peraturan
Daerah Kola Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan AtaS Peraturan Daerah KOla Bima Nomor 5
Tahun 201{) tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah KOla
Bima Tahun 2020 Nomor 230. Tambaban Lembaran
Daerah KOla Bima Nomor 103);

10. Peraturan Walikola Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pedomo.n Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
KcJurahan (Benla Daerah KOla Bima Tahun 2021 Nomor
638);



8. Poe Pelayanan Terpodu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah
saru bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dlkelola
dan diselenggarakan dari, cleh, untuk dan bensama masyarakal daIam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberda.yakan
masyarakat dan rnemberikan kemudahan kepada maayarakat dalarn
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempereepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi.

9. Posyandu Kcluarga adaJah salah satu Upaya Kesehatan Beesumber Daya
Masyarakat (UKBM) yang mernberikan pelayanan kesenatan dasar kcpada
keluarga meliputi lbu harnil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia
produktif dan lanjut usia serta terimegraai dengan program lain yang
sinergis untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju ketabanan
keluarga.

10. Kader I'osyandu Keluarga adalah anggota masyarakal yang dipilih, berscdia,
marnpu, dan memiliki waktu untuk mengelola kcgiatan Posyandu Keluarga

11. Kelompok KeJja Posyandu di Kelurahan yang selanjumya disebut Pokja
Posyandu Kelurahan adalah kelompok kerja yang lugas dan fungsinya
mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan
Posyandu yang berkcdudukan di Kelurahan,

12. Kclompok Kerja Operastonar Pernbinaaan Pos Petayanan Terpadu di
Kecamatan yang selanjutnya disebu! Pokjanal Posyandu Kecarnatan adaJah
kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunya.l keterkaitan dalam
pembinaan penyetenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di
Kecamatan.

13. Kelompok KeJja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Daerah
yang selanjumyo d.isebul Pokjanal I'osyandu Oaenah odalah kelompok kerja
yang tugas dan fungainya mempunyai kctcrka.ltan dalam pembinaan
penyelenggaran/pengelo1aan Posyandu yang berkedudukan di Kota Bima.

14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang
dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di
Puskesmas dan jarlngannya yang dicujukan kcpada seseorang dalam
bentuk rawat jalan, sawal darurat, rawat inap dan konsuttasi keschatan
lainnya.

15. Penyuluhan Kesehatan adalah suatu proses perubahan, pertumbuhan dan
perkembangan din manusia menuju kepada keselarasan dan keseimbangan
jasmnni, roha.ni dan so.ia1 dan manusia tersebut lcrhadap lingkungannya.
sehingga mampu dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalab
masalah kesebatannya sendiri serta masyantkat di lingkungannya.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Bima.

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalab Dina.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotll Birna.

la. Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan adalah Dina. Pendidikan dan
Kebudayaan KOtaBima.

19. Dinas Pertanlan adaJah Dinas Pettanian Kota aima.
20. Dina. Ketabanan Pangnn adalah Dinas Ketabanan Ponean Kota aima.
21. Dina. Koperasi, Pcnndustrian dan Perdagangan odalah Dinas Koperasi,

Penndustrian dan Perdagllngan Kola Bima.
22. Dina" So.ial adalah Dina. Soeial Kola Sima.
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adaJah Dina. Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bima.
24. Dinas Ungkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup KOlaBlma.
25. Ka.ntor Kementenan Agama adalah Kant.or Kcmenlcrian ACama KOlaBima.
26. Ba.gian Pemerintaban adaJah Bagian Pemerintahan Sekretarial Daerah Kota

Bima.



(I) Penyelenggaraan Posyandu Keluarga melibatkan banyak pihak yang
terorganisasi dalam kelompok kerja.

(2) Para pibak yang terUbat dalam penyelenggaraan Posyandu Keluarga
sebagsimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari :
a, Kader Posyandu Keluarga;
b. Pokja Posyandu Kelurahan;
c. Pokjanal Posyandu Kecamatan; dan
d. Pokjanal Posyandu Daerah.

(3) Pengelolaan Posyandu Keluarga terdiri dan unsur masyarakat, lembaga
kernasyarakatan, lcmbaga swadaya masyarakat, tcmbago Mitra pemerintah,
dan dunia usaha yang dipilih, bersedie, mampu, memiliki waktu, serta
kepedulian terhadap pelayanan kesebatan keluarga.

Pasal4

Pasal3

(I) PosyanduKoluarga dibentuk oleh masyarakat kelurahan dcngan tujuan
untuk mendekatkun pelayanan kesehatan bagi seluruh anggota kelurga,
mcliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif, dan
lanjut usia (lansla].

(2) Pembenrukan Po$yandu Kcluarga dilakukan mclalui Musyawarab
Masyarakal Kcluraban (MMK).

(3) Pembentukan Po"yandu Keluarga sebagaimana dimakAud pada ayat (2)
dilaksanakan setelab dilaku.kan Survci Mawas Oiri yang dilakukan oleh
masyarakat dengsn bimbingan petugas Puskesmas.

(4) Pcmbentukan Posyandu Keluarga sebagaimana dlmaksud pada &yat (3)
ditetapkan dangan Keputusan l.urab setelab berkoordinasi dengan Kepala
Puskesmae.

(5) Strukrur organisasi Posyondu Keluarga paling sedikit terdiri dari :
B. pembina;
h. ketua;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. seksi.

I. seksi pcnggcrakon masyarakat;
2. scksi pcJayanan;
3. seksi usaha; dan
4. seksi data dan infonnasi.

(61 Ptmbentukan Pcsyandu Kcluarga bersifat Ileksibel serta dikembangkan
sesuai dengan keburuhan, permasalahan, dan kemampuan surnber daya.

BASID
PEMBEN'l'UKANKEI.EMBAOMN

RUMg lingkup Peraturan WalikotB.ini meliputi :
1. pembentukan kelembagaan;
2. pengorganisasian Posyandu Keluarga;
3. pembinaan; dan
4. pem biayaan.

Pasal2

BAS If
RUANO UNOKUP
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~4) Slruktur organisasi Pokjanal Posyandu Oaerah paling sedikil rerdiri dan ;
a. pembina;
b. ketua:
c. wakil ketua I;
d. wakd ketua II;
e. sekreraris:
r. bendahara; dan
g. anggcta:
h. bidang.

I. bidang kelembagaan;
2. bidang pelayanan kesehatan gizi clan keluarga berencana;
3. \)idllnll kornunikasi, informasi dan edukasl:
4. bidang surnber daya manusia:
5. bidang bina program;
6. bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkaran perekonomian

masyarakat; dan
7. bidnng lain yang diseeuaikan dengan kearlfan lokal setempat.

~5) Struktur organisasi Pokjanal Posyandu Kecarnatan paling sedikit terdiri dan:
a. pembina;
b. ketua:
c. wakil ketua:
d. sekrelans;
e. \\'akil sekretaris:
r. bendahara;
g. an88018: dan
h. bida.ng.
I. bidang kelembagaan;
2. bidang pelayanan kesehatan gizi dan keluarga berencana;
3. bidang komunikasi, informasi dan edukasl:
4. bidsng sumber daya manusia;
5. bidang bina program;
6. bldang pernberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonornian

masyarakat: dan
7. bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat,

(6) Struktur organisasi Pokja Posyandu Kelurahan paling sedikit terdiri dan:
a. kerua:
b. waldl ketua:
c sekretaris;
d. bendahara;
e. anggota; dan
r. unu pengelola.
I. unit pelayanan;
2. unit informasi: dan
3. unit kelernbagaan.



(1) Pokjanal Posyandu Kecamatan berkedudukan di Keca.matan.
(2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada a)'al (I)

ditetapkan dengan kepuuisan Camat,
(3) PokjanaJ Posyandu Kecamatan benugas :

a. menyiapkan data dan informasi dalarn skala Kecamatan tentang
keadaan maupun perkcmbangan berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan kualitas program, kelembagaan dan sumber daya
manusla/personil pengelola program:

Pasa! 7

Bagian Ketiga
PokjanaJ Posyandu Kecamatan

(1) Pokja I'osyandu Kelurahan berkedudukandi Kelurahan.
(2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Kcputusan Lurah.
(3) Pokja Posyandu Kelurahan benugas :

a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan
Posyandu di Kelurallan;

b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;

c. meJakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan
alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan
keluranan:

d. meJakukan bimbingan, pernbinaan, fasilitasi, pemanrauan dan evaluasi
terhadap pengelolaan kegiatan dan kinetin Kader Posyandu Keluarga
secara berkesinambungan;

e. menggerakkan dan mengernbangkan partisipasj, gotong royong, dan
swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

f. mengembangkan kegiatan Ialn sesuai dengan kebutuhan; dan
g. rnelaporkan basil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua

Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasa!6

Bagian Kedua
Pokja Posyandu Kelurahan

(I) Kader Posyandu Keluarga mcrupakan anggota masyarakat yang bersedia
secara sukarela, dan memiliki kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk
mengabdikan dirinya mclayani kesehatan masyarakal. serta dapat berasal
dari kader kesehatan yang selama ini bertugas di Pos)'andu. Pos Pembinaan
Terpadu, Po-syandu Remaja, dan Posyandu Lansia,

(2) Kader yang melayani sasaran Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 8
[delapan) orang kader Posyandu.

(3) Kader Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 5

Bagian kesatu
Kader Posyandu Keluarga

sxs rv
PENGORGANISASIAN POSYANDU KELUARGA



(IlTerselenggarallya pelayanan Posyandu Keluarga meltbatkan pihak sebagai
berikut:
a. Kader Posyandu Keluarga;

Pasal 9

Bagian Kesatu
Umum

BABY

PEMBINA."N

(I) Pokjanal Posyandu Daerah berkedudukan eli ibu kOla Daerah.
(2) Pokjanal Posyandu sebagalmana dimaksud pada ayat (I) dltetapkan

dengan Keputusan Wollkota.
(3) Pokjanal Posyandu Daerah bertugas ;

a. menyiapkan data dan informasi dalam skala daerah tentang keadaan
maupun perkemhangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
pcngelolaan program Posyandu:

b. meyampaikan berbngal data, informasi, dan masalah kepada
instansi/lembaga terkalt untuk penyelesaian rindak lanjut;

c. menganalisia masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan
pilihan alternatif pemccahan masalah sesuai dengan potensi dan
kebutuban lokal;

d. menyusun rencana kegtatan rahunan dan mengupayakan sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu:

e. melakukan bimbtngan J pembinaan, fasilitas], advokasi, pemantauan
dan evafuasi pengelolaan program! kegiatan Posyandu secara rutin dan
rerjadwal:

f. melakukan fasditasl penggerakkan dan pengembangan partisipasi,
gotong royong dan swadaya masyarakat dalam megembangkan
Posyandu;

g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
h. rnelaporkan basil petaksanaan kegiatan kepada Walikora dan Ketua

Pokjanal Posyandu Daernh.

Pasal8

Bagian Kcempat
Pokjanal Posyandu Daerah

b. menyampaikan berbagai data, informasi. dan masalah kepada unsur
terkair tingkat Kecamatan untuk penyelesaian tindak lanJut;

c. menganaJisis masalah dan kebutuhan intervenai program berdasarkan
piliban aJtcmatU pemecahan masalah sesual dengan potensi dan
kebutuban lokaJ;

d. menyusun rencana keglatan tahunan dan mengupayakan sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan pernbinaan Posyandu:

c. melakukan blmbingan. pernbinaan, fasilltasi, advokas]. pemantauan dan
evaJuasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan
terjadwal;

r. menggerakkan dan mcngembangkan partisipasi, gctong-royong, dan
swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;

g, mengcmbangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua

Pokjanal Posyandu Kecamatan.



dalam

~

(I) Pernangku kepentingan yang melaksanakan tugas clan tanggung jawao
pembinaan Posyandu Keluarga terdiri dari Carnat, Lumh, aerta instansi,
lernbega, dan unsur terkau lainnya.

(2) Carnat selaku penanggung jawab Pokjanal Posyandu Kecamatan berrugas :
a. menyelenggarakan pelaya.nan dan promosi kesehatan;
b. membimbing dan mcndampingi kader dalam penyelenggaraan Posyandu

Keluarga;
c. melakukan pengolahan, visualisasi data dan melaporkan hasn pelayanan

Posyandu Keluarga ke Puskesmas serta menyueun rencana kerja dan
melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu
Keluarga; dan

(I. melakukan koordinas! degan pemangku kepenringan ni lingkal kecamatan
dan kelurahan untuk keberlangsungan Posyandu I(elual'ga.

(3) PelUgas Kesehatan di Posyandu Keluarga paling sedikit satu kati
sebulan.

Pasal 11

Bagian Ketiga
Perugas kesehatan

Kader Posyandu Keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab da1am
pembinaan sebagai berikut :
I $ebelum hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H·II on",", loin :

a. menyebarluaskan informasi han pelaksanaan Po.yandu Keluarga melalui
pertemuan dengan warga setempat atau melalui media komunikasi yang
tersedia (speaker masjid/pura/gereja/wihara). termasuk media sosial:

b. mempersiapkan sesaran, tcmpat, sarana prasarana. dan media
kornunikasi, informasi dan edukasi;

c. melakukan pernbagian tugas antar kader; dan
d. berkoordinasi degan petugas kesehatan dan petugaa ,erkAi,.

2. Pada han pelaksanaan Posyandu Keluarga [hart-H] nntara lain:
n. melaksanakan kegiatan Posyandu Keluarga mengacu pada sistem

pelayanan; dan
b setelah sess pelayanan Posyandu seJesai, kader dan petugas Puskeemas

melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiaran serta
merenoanakan tmdak lanjut (termasuk meml"'l mengevaluasi hasil
kegiatan dan merencanakAn kegiatan han Posyandu pada bulan
berikutnya].

3. Setelah hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (han H + I) an tara lain :
a. rnelaksanakan kegiatan kunjungan rumah untuk memastikan keadaan

kesehatan sasaran Posyandu;
b. rnengikuti dan melaksanakan kegiatan lain yang terkait Posyonelu

keluarga: dan
c. menyampaikan hasil pelayanan Posyandu Ketuarga ke Kelurahan melalui

Polga Posyandu Kelurahan.

Pasal 10

Bngia n Ked ua
Kader Posyanou Keluarga

b. petugas kesehatan, dan
c. berbagai unsur pemanglcu kepentingan,

121 Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung
jAwab untuk melakukan pembinaan pada Posyandu Keluarga.



t

(I) Pemangku kepenungan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab
pembinaan Posyandu Keluarga terdiri dari Camat. Luran, serta Instansi,
lernbaga dan unsur sektor terkait lainnya.

(2) CAmat selaku penanggungjuwnb Pokjanal Posyandu Kecamatan bertugas:
a. mengaktifkan Pokjana! Posyandu Kecamatan dengan Keputllsan Carnat:
b. mengoordinasikan has,l kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu

keluarga;
c. memberikan dukungan daJam upaya meningkatkan kineria Posyandu

Keluarga: dan
d. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu

Keluarga secar teratur.
(3) Lurah selaku penanggungjawab POl\ia Posyandu Kelurahan bertugas :

a. membentuk Pokja Posyandu Kelurahan dengan Kcputusan Lurah:
b. memberikan dukungan kebijakan, sarana, dan dana untuk

menyetenggarakan PoS)'andll Keluarga;
c. mengoordinasikan pcnggerakkan sarana untuk dapat hadir pada hari

buka Posyandu Keluarga:
d. mengoordinasikan peran kader Posyandu Keluarga, Pengurus Posyandu

Ketuarga. dan tokoh maeyarakat untuk berperan aktif dalarn
pcnyelenggaraan Poeyandu Keluarga;

e. menindaklanjutl hasll kegiatan Posyandu Keluarga bersarna Pokja
Posyandu Kelurahan dengan dan visualisasi data; dan

f. melakukan pcmbinaan unruk terselenggaranya kegiatan Posyandu
Keluarga secara terat ur

(~) Instansi/Lembagaj'sektor terkait di Daerah bertugas :
a. Badan Perencanaan Pcmbangunan Dael'ah, Penelltlan dan Pengembangan

berperan daJam koordlnasi perencanaan umurn, dukungan program dan
anggaran serta evaluasl terkait pengembangan Posyandu Keluarga;

b. Bagian Pemerimahan berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan,
pernbinaan ..penggerakan peran serta masyarakat, kooedinas! perencanaan
dan penganggaran dana kelurahan. mengaktifkan PokjanaJ Posyandu
Oaerah. serta pcngembangan jaringan kemilraan, tekms advokasi,
(asilitasi dan pemantauan;

c. Dinas Kesehatan berperan dalam membantu pcmenuhan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan serta dukungan bimbmgan tenaga teknis
kesehaian:

d. Dina, Pcmberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak berperan daJam
peningkatan usia pernikahan, penguatan pengetahunn dan keterampilan
tentang perhndungan enak, membantu peningkatan kualitas kader,
penyediaan materi pendukung kegiatan Posyandu.

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan daJam penggerakan peran
serta masyarakat sekolah dan luar sekolah, misalkan melalui jalur
Program Usaha Kesehatan Sekolah, pembinaan pengorganisasian kader
kesehatan di tingkat Kecamatan dengan pembekalan materr
kepcmimpinan, pemberdayaan remaja/ pemuda. termasuk keterampilan
remaja/pemuda;

f. Dinas Pertanian dan Dina. Ketahanan Pangan berperan dalam hal
pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan, diversifokasi pangan, gemar
rnakan ikan. pembagian bibi, unluk Posyandu. dan bantllan paket
pangan;

Pasal 12

Bagian Keempat
Pem"ngku Kepenungan



(I) Pcmbiayaan Posyandu Keluarga bersumber dad;
a, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(21 Pemerintah Daerab melakukan fasiUtasi terhadap pembiayaan Posyandu
Keluarga mela1u. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf a dalam Belanja Program Polganal Posyandu
Daerah. PokjanaJ Posyandu KecamAtan dan Pokja Po,yandu Kelurahan.

(3) Pembiayaan Posyandu Keluarga sebagaimana dunaksud pada ayat (I)
meliputi program kegiatan unruk Posyandu Keluarga sesuai rugas pokok
dan tanggung jawabnya.

(41 Meka"isme penganggaran biaya Posyandu Keluarga sebngaimana dimaksud
pada ayat (I), ayat (2). dan ayat (31diJaksanakan sesuai dengan ketentuan
pe,·atura.n perundang-untlangal1.

Pasal 13

PEMBIAYAAN

BABVI

g. Dinas Kopcrasi. Perindustnan dan Perdagangan berperan daJam hal
penyuluhan giz., khuausnya penggunaan garam yod.um, pengembangan
industri pangan rumah tangga, pengangkatan pendapatan
kader/keluarga. dan pengembans,." usaha Posyandu

h. Dinas Sosial serta Dinas Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil berperan
dalam penyuluhan pendayagunaan Karang Tarunn, peningkatan cakupan
Akta Kelahiran, pembinaan keseiahteraan tansia dan penyaluran berbagai
bantuan sosiaJ;

I. Dlnns Lingkugan Hidup berperan dalam hal Intcgrasi kegiatan penyehatan
hngkungan ke dalam Posyandll Keluarga.

j. Kantor Kementerian Agama/ Kantor Urusan Agamn berperan dalam
penyuluhan melaJui Jalur agama, persiapan imunisasi bag; calon
pengantin, penyuluhan di pondok pesantren dan lembaga pendidikan
keagamaan:

k. Badan Narkotika Nas.onal berpemn dalam penyuluhan terkait Napza;
1. Kepolisian SeklOr dan Kepolisian Resor berperan dalam penyuluhan

bahaya NAPZA.kecelakaan lalu lintas, tindakan kriminal dan kekerasan;
m.Organisasi Wanitn (PKK/CQWI, Forum Pondok Pesantren, dan organisasi

kcagamaan lalnnya berperan dalam peningkatan dan revitalisasi
dasawisma, pemblnaan clan pendayagunaan kader, motivasi masyarakat,
pembinaan keluarga;

n. Organisasi profesi kesehatan/ tenaga sosial berperan dalam petayanan
kesehatan dan sosial, penyuluhan dan mctivaei maeyarakat, dan
pcmbinaan keluarga;

o. Perangkat Daerah/inelilusi/lembaga lain yang poteneial berperan dalam
irnegrasi program unggulan yang dapat mendukung tujuan Posyandu
Keluarga ke dalam kesiatan Posyandu Keluarga;

p, Tokoh masyarakat, Forum Peduf Kesehatan berperan dalam penggalangan
sumber daya untuk kelangaungan penyeJenggaraan Posyandu Keluarga,
menaungi dan membina kegiatan Posyandu keluarga dan menggerakkan
masyarakat untuk hadir dan berperan aktff dalam kegaiatn Posyandu
keluarga; dan

q. Swasta dan dunia usaha berperan dalam memcbcrikan dukungan saarana
dan dana (CSR) untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu Keluarga, berperan
aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu
Keluarga.



BERITA OAERAH KOTA BIMA TAHUN2022 NOMOR 1'15

SEKRETARIS OAERAH KOTA SIMA,

2022" "I'rolpada tanggal

Diundangkan di Kola Bima

(, MUHAMMAD LUTI'J

2022

d'

Ditetapkan di Kote Bima

pada ~I "I .ApnI

k, WAUKOTA BIMA,

Peraturan Walikola ini mula! berlaku pada tanggal diundangkan.

AgQJ' setiap orang mcngelahuinya, memerintahkan pcngundangan Pcraturan
Walikotn ini dengan pcncmpatannya dalam Berita Daerah Koto Bima.

PasaI 14

KETENTUANPENUTUP

BABVU
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